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TINJAUAN PUSTAKA
A. Otonomi Daerah
1. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Suhariyono (2007, h.1l), otonomi daerah rdalarti sempit
dimaknakan “mandiri” sedangkan dalam makna yanghldias diartikan
“berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian beragth&ndirian suatu daerah
dalam kaitan dengan pembuatan dan pengambilan uUsgput mengenai
kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudahpmamencapai kondisi
tersebut maka daerah dapat dikatakan sudah betnyl melakukan apa saja
secara mandiri tanpa tekanan dari luar. Menurutadgeundang No.32 Tahun
2004 pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah, otonomaldaelalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan wmesgsendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatisdengan peraturan
perundang-undangan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan upaya pemeripiadat untuk
merespon tuntutan kemerdekaan atau negara fedmidbeberapa wilayah yang
memiliki aset sumberdaya alam melimpah namun tidedndapatkan haknya
secara proporsional pada masa pemerintahan orde Dasentralisasi dianggap
dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunanal s@&konomi,
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gahidoerpolitik yang
efektif, sebab desentralisasi menjamin penangangnotan masyarakat itu secara
variatif dan cepat.

Berdasarkan penjelasan diatas, konsep dasar otom@amiah yang
kemudian melandasi lahirnya undang-undang No.221Ta999 dan Undang-
undang No. 25 Tahun 1999, dan terakhir disempumalesmgan undang-undang
No0.32 Tahun 2004, merangkum hal-hal sebagai berikut

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintalzdam
hubungan domestik kepala daerah

2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyal Ikdalam
pemilihan dan penetapan kepala daerah
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3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dergdtur berkualitas
tinggi dengan tingkat aksebilitas yang tinggi pula
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayarksekutif
Peningkatan efisiensi administrasi keuangamada
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatahdgemberian
keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upayabgreayaan
masyarakat.
2. Implikas pada Pengelolaan Penanggulangan Bencana
Meskipun perubahan paradigma dalam penanggulangancaba
merupakan kemajuan yang luar biasa, akan tetapnsipiprinsip tersebut
memiliki banyak masalah ketika dituangkan dalamupéang-undangan. Kalau
tidak hati-hati, penerapan pengelolaan penanggaftabgncana akan melanggar
semua prinsip desentralisasi dan otonomidaerah. lizgdrerapa kali pertemuan
denganstakeholders (expert meeting, dengan pelaku kegiatan penanggulangan
bencana, wawancara mendalam dengan pejabat dastah)eberapa isu yang
perlu dipertegas menjadi usulan yang harus dip@&drableh pemerintah, yaitu:

1. Penghormatan atas otonomi daerah. Prinsip defisasi dan otonomi
daerah harus menjadi pegangan dalam pengelolasangguangan bencana.
Pelaksanaan penanggulangan bencana harus memjmerhak-hak daerah yang
sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Bagi@am hal ini UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

2. Prinsip subsidiarity. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi
daerah dan pengalaman pengelolaan gempa di DlIYJdas Tengah, prinsip
subsidiarity harus diberlakukan, yaitu bahwa peamngat dan pelaksanaan sebuah
urusan sebaiknya dilaksanakan oleh institusi yatimg bawah atau paling kecil.
Otoritas pemerintah pusat hanya menangani urusssaar yang tidak bisa
dilaksanakan oleh pemerintah lokal ataupun penaridiaerah. Dalam kasus di
atas, pengelolaan dana yang datang dari pusatdibekikan kepada pemerintah
kabupaten/kota melainkan pemerintah provinsi. Masatai pengambilan
keputusan menjadi panjang karena pemerintah kabupadak memiliki
kewenangan untuk memutuskan masalah-masalah yamtpsak.

3. Prinsip perlindungan warga dari bencana. Walaupengelolaan
penanggulangan bencana dilakukan melalui prindigidiarity, pemerintah pusat
harus bertanggungjawab untuk menyediakan anggaiirydng dikelola di pusat
maupun di daerah. Karena itu, perlu diperjelas sungendanaan yang terkait
dengan mitigasi yang bisa digunakan oleh pemeritabrah dalam situasi
normal, sumber dana yang terkait dengan kedarusatag bisa digunakan oleh
pemerintah daerah dalam situasi bencana dan susiaber yang terkait dengan
rekonstruksi dan rehabilitasi yang bisa digunakket @emerintah daerah dalam
situasi pasca bencana.
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4. Hak membentuk SATLAK PB di daerah. Daerah sehaknemiliki hak
untuk menentukan bentuk kelembagaan yang diingiskanai dengan kebutuhan
daerah. Tingkat kerawanan bencana berbeda antardsarah dengan daerah
lainnya, dan setiap daerah memiliki masalah seryding harus diprioritaskan.
Misalnya, ada daerah yang tidak rawan bencanaitetamiliki masalah besar
dalam hal kesehatan dan pendidikan masyarakat, a&atas yang terakhir
tidak bisa digeser dengan masalah kebencanaan.

5. Hubungan BAKORNAS dan SATLAK PB. Satuan yangediok di
daerah harus bersifat otonom dan tidak hirarkhisgde badan yang ada di
atasnya. Penyediaan dana oleh pemerintah pusaelpE@mnnya harus menjadi
wewenang penuh badan yang ada di daerah.

6. Pembiayaan bencana di perbatasan. Dalam kasestte bencana yang
terjadi di tempat lain berimplikasi pada pengungang harus ditampung di
daerah lain. Untuk kasus yang berasal dari negargpengungsi Timor Timur di
Kupang), pendanaan sebaiknya menjadi kewajiban feafe Pusat. Untuk kasus
pengungsi dari kabupaten lain, maka pendanaanksglamenjadi kewajiban
Pemerintah Provinsi.

7. Hak SATLAK PB untuk menggalang dana. MestinyaTEBAK PB
berhak untuk menggalang dana sendiri baik dari aragkgt maupun dari
lembaga-lembaga internasional. Dana sebaiknya maslk rekening
Bupati/Gubernur dan nantinya harus dilakukan aniéit akuntan publik.
(http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Beberapa laisuTerkait  083107.pdf.)

B. Perencanaan dalam Manajemen
1. Pengertian Perencanaan

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses maesi@tafin tujuan
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuandan mengembangkan
rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaaopakan proses terpenting dari
semua fungsi manajemen karena tanpa perencanagai-fungsi lain seperti
pengorganisasian, pengarahan, dan pengontroldnaiden dapat berjalan.

Rencana dapat berupa rencana informal atau rerfcamal. Rencana
informal adalah rencana yang tidak tertulis danaoukerupakan tujuan bersama
anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana faxaklh rencana tertulis yang
harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangktuertentu. Rencana formal
merupakan rencana bersama anggota korporasi, artsgtiap anggota harus
mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencanmafordibuat untuk
mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaemany apa yang harus

dilakukan.
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Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, ysagaran doals) dan
rencana itu sendirp{an).
1. Sasaran

Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh indjvgtup, atau seluruh
organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuanar&@asmemandu manajemen
membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengskatu pekerjaan.
Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaisaraa yang dinyatakan
(stated goals) dan sasaran riilStated goals adalah sasaran yang dinyatakan
organisasi kepada masyarakat luas. Sasaran sepedpat dilihat di piagam
perusahaan, laporan tahunan, pengumuman humaspetayataan publik yang
dibuat oleh manajemen. Seringkadtated goals ini bertentangan dengan
kenyataan yang ada dan dibuat hanya untuk memenuahitan stakeholder
perusahaan. Sedangkan sasaran riil adalah sasamgnbgnar-benar dinginkan
oleh perusahaan. Sasaran rill hanya dapat diketdhti tindakan-tindakan
organisasi beserta anggotanya.

2. Rencana

Rencana ataplan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk
mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alskader daya, jadwal, dan
tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dib&gd&sarkan cakupan, jangka
waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannyadaBarkan cakupannya,
rencana dapat dibagi menjadi rencana strategisetaana operasional. Rencana
strategis adalah rencana umum yang berlaku di 8eliapisan organisasi
sedangkan rencana operasional adalah rencana yargatar kegiatan sehari-hari
anggota organisasi.

Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagijadi rencana
jangka panjang dan rencana jangka pendek. Reneag&g panjang umumnya
didefinisikan sebagai rencana dengan jangka wagtitahun, rencana jangka
pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktw $ahun. Sementara
rencana yang berada di antara keduanya dikatakanilikieintermediate time

frame.
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2. Prinsip Perencanaan
Menurut Imam Hardjanto (2008, h.56), terdapat pphpsinsip di dalam
suatu perencanaan, yaitu:
a) Apa yang akan dilakukan yang merupakan jabaranvéarian misi
b) Bagaimana mencapai hal tersebut
c) Siapa yang akan melakukan
d) Dimana lokasi aktivitas
e) Kapan akan dilakukan, berapa lama, dan sumberda@gdibutuhkan.
Sementara itu, tujuan diadakannya perencanaan oteimam Hardjanto
(2008, h.55) diantaranya adalah:
a) Kebutuhan untuk menentukan langkah-langkah ke dgaag tepat, yaitu
adanya kesesuaian antara sumberdaya, situasiredsian momentum
b) Agar dapat membuat bacaan atas situasi yang sgfahgga daripadanya
bisa diambil makna positif dan negatifnya, yang nakaenjadi dasar
(pertimbangan) dalam menentukan langkah ke depan
c) Agar dapat menentukan alokasi sumberdaya secaaf sghingga hasil-
hasil yang diperoleh meupakan optimalisasi atadsutdaya yang tersedia
d) Agar bisa dibayangkan dengan lebih jelas mengguaisaja yang harus
dilakukan dan bagaimana mengantisipasi perkembangarg tidak
terduga.
C. Manajemen Bencana
1. Pengertian Bencana
Beberapa pengertian bencana dari beberapa ahdiresiabagai berikut :

Kata bencanalisaster) secara etimologis berasal dari kata DIS yang
berarti sesuatu yang tidak en@linfavorable) dan Astro yang berarti bintang
(stars). Dis-astro berartian event precipitated by stars (peristiwa jatuhnya
bintang-bintang ke bumipisaster (bencana) didefiniskan sebagai kejadian yang
waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dan betstngat merusak. Pengertian ini
mengidentifikasikan sebuah kejadian yang memilikipat faktor utama, yaitu
tiba-tiba, tidak diharapkan, bersifat sangat mequskan kurang perencanaan
(www.wikipedia.org)

Dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 bahwa beradalah peristiwa
atau rangkaian peristiwva yang mengancam dan megggakehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik alkdbrfalam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibaitkdoulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta hedala dampak psikologis.
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(http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/pkodhukum/perpres/Uu242
007.pdf.)

Smith & Carter dalam Robinson Simatupang (1989,2B8almengatakan
bahwa bencana diawali dengan, disatu pihak, adawgdu fenomena yang
mempunyai potensi ancaman terhadap hidup dan ksdmdkesejahteraan dan
aset-aset manusia. Beberapa ancaman mempunyangeédélmh tinggi dari yang
lainnya untuk benar-benar menjadi suatu peristidapihak lain masyarakat
mempunyai kerentanan, yaitu keadaan dan ciri-entebtu yang mempertinggi
kemungkinan mereka untuk tercederai oleh ancamearasn pada saat benar-
benar menjadi suatu peristiwva yang merusak. Pedendari ancaman dan
kerentanan inilah yang disebut dengan peristiwadnesn

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bencanaupakan suatu
fenomena kegiatan yang berdampak pada kerusaksén nfigupun non fisik
sehingga yang membawa dampak buruk bagi sistenduqedun.

2. Jenis Bencana

Indonesia dengan luas areal + 1,9 juta Km? dan7¥Z3ah pulau, serta
sebaran populasi yang belum merata dengan kompkkaslaan sosial ekonomi
masyarakat merupakan suatu modal dasar pembanfangsa dan negara, yang
sangat penting dan mendasar dalam rangka untukamanjkeseimbangan
pembangunan.

Dilain pihak, keaadaan tersebut di atas secarailampatau tidak langsung
mempunyai pengaruh negatif bagi kehidupan manwssiBku penghuni alam
semesta ini yang dapat merugikan keadaan demikiasudah dapat dikatakan
sebagai bencana alam.

Di dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 mengartid@rmcana alam
adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwva s¢aangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antar lain berupa gempa somami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Bencana alam adalah konsekwensi dari kombinasvitadialami (suatu
peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bhuamah longsor) dan aktivitas
manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibangubaiknya manajemen

keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugiam daitidang keuangan dan
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struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yaihgsilkan tergantung pada
kemampuan untuk mencegah atau menghindari ben@andaya tahan mereka.
Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan: eemeancul bila ancaman
bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengaikidapaktivitas alam yang
berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daergda ketidakberdayaan
manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak berpang Konsekuensinya,
pemakaian istilah "alam" juga ditentang karenaspiera tersebut bukan hanya
bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan marBesarnya potensi kerugian
juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, ind#dd kebakaran, yang
mengancam bangunan individual, sampai peristivaukan meteor besar yang
berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia.
Berdasarkan atas besarnya, bencana alam ini dadkksiitkasikan
menjadi:
1) Bencana alam lokal
2) Bencana alam regional
3) Bencana alam nasional
Bencana alam lokal dan regional adalah suatu banalm yang tidak
begitu besar, yang pada umumnya tidak berpengadh preal yang lebih luas
dan dapat dikendalikan dan ditanggulangi secaral loleh petugas-petugas di
tingkat kabupaten dan atau propinsi. Bencana aksional adalah suatu bencana
alam yang cukup luas, dan sulit untuk dikendalitan ditanggulangi secara lokal
maupun regional dan perlu mendapat bantuan daat.pus
Berdasarkan atas asal-usulnya, bencana alam daplasifikasikan
menjadi :
1) Bencana alam akibat proses alami
2) Bencana alam ini dapat diartikan sebagai suatuamengang timbul pada
manusia dan jasad hidup lain akibat proses bigldigika, dan kimia yang
terjadi dari inti bumi sampai kepermukaan kerak bum
Proses-proses ini dapat terjadi secara sendiritseathu bersamaan.
Adapun bencana yang tergolong dalam klasifikasi adalah letusan gunung
berapi, gempa bumi, banijir, tanah longsor, seramgama dan penyakit tanaman,

kekeringan, banijir lahar, angin ribut, dan laimlai
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» Bencana alam akibat perbuatan manusia

Bencana ini merupakan bencana yang dihasilkan tdadtakan secara
langsung maupun tidak langsung manusia. Umumnyadiedengan sangat
mendadak, dan dapat menimbulkan dampak yang samgaigikan. Sehingga
masyarakat yang mengalami dan terkena bencanaj perlakukan tindakan
untuk menghadapi dan menanggulanginya. Pemanashal glang berhubungan
dengan peristiwva kekacauan iklim jika dirunut jugkhirnya mengacu pada
perbuatan manusia.
3. Penanggulangan Bencana

Memaknai masalah penanggulangan bencana sebagaihs&bbutuhan
mendasar manusia lahir dari keyakinan bahwa hidapusia pada hakekatnya
adalah berharga dan bermartabat. Bahwa setiap rmamempunyai hak-hak
dasar (basic rights) serta akses yang sama atas sumber-sumber kehidupan
Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak rdastiap manusia
mempunyai implikasi bahwa semua langkah harus dlaseimi mencegah atau
meringankan penderitaan manusia baik itu diakivatkéeh konflik maupun
bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalabgkseasnupaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang ikertsmbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, e@abilitasi. Kegiatan
pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatadijfakgkan sebagai upaya
untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman cahan
(http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/pkodiukum/perpres/UuU242
007.pdf.)

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana uerdidentuklah

suatu manajemen bencana yang berarti suatu larkgkednit yang dilakukan oleh
pemerintah pusat maupun daerah bersama NGO danaraksaly dalam
mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak karapan dapat
terselamatkan dan upaya untuk pemulihan pasca hemtzpat dilakukan dengan

cepat.
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Gambar 1
Siklus manajemen bencana menurut Stephen Ambrose, Shahid, Rodney Mc.
Kelip
(Proyek NASA, Edisi 2005)

DISASTER RESPONS

PREPAREDNESS RECOVERY

MITIGATION

Sumber: Proyek NASA 2005 (www.eomonline.com)
Manajemen bencana terdiri dari beberapa prosastadanya:

Response (Tanggap Darurat) —Minimizing the hazards created by an
emergency, yang berarti adalah serangkaian kegiatan yatakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangampakl buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatam @wakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan,umsag pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Recovery (pemulihan) —Returning the community or environment to
normal, artinya perbaikan dan pemulihan semua aspek gedawy publik atau

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilggestabencana dengan
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sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanngarasevajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilagsdabencana.

Mitigation (Mitigasi) — Minimizing the effects of a disaster, yang berarti
serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bendaai&, melalui pembangunan
fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuanghadapi ancaman
bencana.

Preparedness (kesiapsiagaan) —Planning how to respond to a disaster,
yang berarti serangkaian kegiatan yang dilakukankumengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah y@pat guna dan berdaya
guna.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat didagn kedalam
tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatanegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakumteegtanggap darurat
untuk meringankan penderitaan sementara, sepegiatk@ ®arch And
Rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatanlipan, rehabilitasi,
dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama inigbagijupakan, padahal
justru kegiatan pada tahap pra bencana ini samgpgating karena apa yang
sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan madandmenghadapi bencana
dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah barssamyarakat maupun swasta
memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatagidtan apa yang perlu
dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimeamaperkecil dampak
bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segeda saat kejadian
bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimhulkarutama berupa
penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dagupgsian, akan
mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintabab® swasta maupun
masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana baabagytu banyak pihak yang

menaruh perhatian dan mengulurkan tangan membeb&atuan tenaga, moril
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maupun material. Banyaknya bantuan yang datanghaeibga merupakan sebuah
keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agspsbantuan yang masuk
dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaaekzut efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi prosdmilan kondisi
masyarakat yang terkena bencana, dengan memfundsskabali prasarana dan
sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini ydogliparhatikan adalah bahwa
rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakarus memenuhi kaidah-
kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukabiliéds fisik saja, tetapi juga
perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yanga® seperti ketakutan, trauma
atau depresi.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa titik lemahagal Siklus Manajemen
Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra benchmaggsehal inilah yang perlu
diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atameminimalisasi dampak
bencana yang terjadi. Hal-hal yang perlu disiapkabelum bencana terjadi
menurut Sphere dalam Pujiono (2004 h.76) adalah:

a. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyanal@atpun swasta
merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi benc®smguatan kelembagaan
dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringdiain tindakan gawat
darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana juagrtumewujudkan
masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimaltampak yang
ditimbulkan oleh bencana. Sementara itu upaya unteknperkuat pemerintah
daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dapatkiin melalui perkuatan
unit/lembaga yang telah ada dan pelatihan kepadsatyya serta melakukan
koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun wletiggkat nasional,
mengingat bencana tidak mengenal wilayah admisistsghingga setiap daerah
memiliki rencana penanggulangan bencana yang palteisvilayahnya.

Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dika bersama-sama
oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat datenmguatan kelembagaan

antara lain:
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1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaanrgaraan atau mendukung
usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan uasagtanah agar tidak
membangun di lokasi yang rawan bencana
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebentayaag kegiatannya
mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, pgagbhan perkiraan dampak
yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan pendrggn bencana, hingga
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnyeeptié kebencanaan
3. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul darsiatif masyarakat yang
sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwaprdinasi kerja yang baik;
4. Pelaksanaan program atau tindakan rill dari pertad yang merupakan
pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bepgaentif kebencanaan
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat temiangri alam setempat
yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bancan
b. Mitigas Bencana

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana eramkgdadengan istilah
mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meralkéan dampak yang
ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakajx perencanaan dan
pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurandiaessiko dampak dari suatu
bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terfedinasuk kesiapan dan
tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panj&fmpya mitigasi dapat
dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan mperkuat bangunan dan
infrastruktur yang berpotensi terkena bencana,rsepembuat kode bangunan,
desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan segtaperkokoh struktur
ataupun membangun struktur bangunan penahan lgnmsmahan dinding pantai,
dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dagéékukan dalam bentuk non
struktural, diantaranya seperti menghindari wilayBencana dengan cara
membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat Hiketaelalui perencanaan
tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakagamakat dan pemerintah
daerah.

Mitigasi bencana yang efektif menurut Sphere daRuajiono (2004,
hal.56) harus memiliki tiga unsur utama, yaitu f@an bahaya, peringatan dan

persiapan:
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1. Penilaian bahaya ljazard assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi
populasi dan aset yang terancam, serta tingkat@ntaPenilaian ini memerlukan
pengetahuan tentang karakteristik sumber bencaobalplitas kejadian bencana,
serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapanenghasilkan Peta Potensi
Bencana yang sangat penting untuk merancang kedus mitigasi lainnya,
2. Peringatan( warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada
masyarakat tentang bencana yang akan mengancaent{&ghaya tsunami yang
diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibéidan gunung berapi, dsb).
Sistem peringatan didasarkan pada data bencanatggadi sebagai peringatan
dini serta menggunakan berbagai saluran komunikaik memberikan pesan
kepada pihak yang berwenang maupun masyarakahg@&n terhadap bencana
yang akan mengancam harus dapat dilakukan seqazaf tepat dan dipercaya.
3. Persiapan preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur
mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan perimjatgang membutuhkan
pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan tebiegitana dan pengetahuan
tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapars maelakukan evakuasi dan
kapan saatnya kembali ketika situasi telah amamgKht kepedulian masyarakat
dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangatgpatia tahapan ini untuk
dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukankumengurangi dampak
akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lairagalah perencanaan tata ruang
yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasibtasial di luar zona bahaya
bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-ukateknikan untuk membangun
struktur yang aman terhadap bencana dan melindstngktur akan bencana
(mitigasi struktur).
c. Piranti Pendukung

Pada saat pra bencana, piranti pendukung untulamggaolangi bencana
sangat diperlukan baik secara administratif maupkmis. Piranti pendukung
tersebut harus ada bila sewaktu-waktu dibutuhkasuasedengan kebutuhan
lapangan. Teknologi yang mutakhir dari piranti pgadg tersebut akan
membantu pemerintah daerah dalam meminimalkan damgséko dari bencana

itu sendiri.
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d. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Untuk mendapatkan hasil terbaik untuk mengantisip&sngga
mengupayakan perbaikan pasca-bencana, setiap daemad memiliki petugas-
petugas yang cakap dan terlatih. Untuk itu dipentuendidikan dan pelatihan
yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi ganan bencana termutakhir.

Terkait SDM, penyediaan SDM yang andal dan terasggatlah penting
dalam proses penanggulangan bencana, termasuknjegéalitasnya. Karena
dalam proses penanggulangan bencana ini dikerjak&an hanya saat terjadi
bencana tetapi juga sebelum dan sesudah bencamag&e dibutuhkan energi
yang besar dan kontinyu. Masalahnya adalah kebanykia melihat bencana
hanya pada saat bencana saja dan tidak terlaldi meohgan kegiatan-kegiatan
pra bencana seperti mitigasi, pendidikan untuk memalisir dampak bencana
dan lain-lain. Yang masalah itu berpengaruh beada |xerja-kerja institusi. Ada
memang institusi yang baru dibentuk dan jalan bdg#ncana terjadi, tetapi harus
lebih banyak lagi institusi yang melakukan pengamat mencatat dan
memberitahukan sekaligus melakukan tindakan-tindajgang masuk dalam
kategori early warning system. Semuanya itu dibutuhkan SDM yang ahli dan
berdedikasi di masing-masing bidangnya.

Seperti juga dalam masalah koordinasi institudardamasalah SDM ini
kita juga melihat masalah yang sama. Ada banyakithdyang terampil dan ahli
dalam bidang-bidang yang ada kaitannya dengan ggonlmgan bencana, tetapi
kurang terlihat kerja sama di antara mereka. Sehingasalahnya bukan hanya
menyediakan, tetapi juga melihat potensi SDM yatey Mengumpulkan mereka,
mengidentifikasi dan membuallatabase barangkali bisa membantu proses
koordinasi di antara mereka itu. Ini juga bisa meaggi pada beban anggaran
untuk merekrut tenaga baru.

Kemudian Piagam Sphere dalam Pujiono (2004, halydiy piagam
kemanusiaan dan standar minimum dalam respon b&rdiaampaikan standar

minimum manajemen penanggulangan bencana untukassektor, diantaranya:
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a. Partisipasi
Penduduk yang terkena bencana secara aktif besipagi dalam
pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan edgaluasi
program bantuan.

b. Kajian awal
Kajian memberikan suatu pemahaman tentang situescama dan
situasi analisis yang jelas tentang ancaman tephakizhidupan,
martabat, kesehatan, dan penghidupan. Berdasadsulkasi dengan
pihak-pihak yang berwenang, menentukan apakah udikah respon
dari luar dan kalau memang demikian respon macam gng
diperlukan.

c.Respons
Suatu respon kemanusiaan diperlukan dalam situasing pihak-pihak
yang berwenang terkait tidak mampu atau tidak logasstuk merespon
kebutuhan perlindungan dan bantuan dari pendudulg yeerada di
wilayah kekuasaannya dan bilaman kajian dan asati®nunjukkan
bahwa kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi.

d.Penentuan sasaran
Bantuan atau pelayanan kemanusiaan disediakamdeedeadilan dan
tanpa pilih kasih, berdasarkan pada kerentanan k#dnutuhan dari
orang-perorang atau kelompok-kelompok yang terkemeana

e.Pemantauan
Efektifitas dari program untuk merespon masalaldediifikasi dan
perubahan-perubahan dalam konteks yang lebih leasras terus
menerus dimonitor dengan tujuan untuk meningkagieogram, atau
mengakhirinya sesuai dengan keperluan yang ada

f. Evaluasi

Ada suatu pemeriksaan yang sistematis dan impdestzdap tindakan
kemanusiaan yang dimaksudkan untuk menarik pefajad@mi
meningkatkan praktek dan kebijakan serta untuk pegbaiki

akuntabilitas
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g.Kompetensi dan tanggung jawab pekerja kemanusiaan
Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi yangttepikap dan
pengalaman untuk merencanakan dan secara efekidksa@akan
program dengan tepat
h.Supervisi, manajemen, dan dukungan terhadaprmkrso
Pekerja kemanusiaan menerima supervisi dan dukungatuk
memastikan pelaksanaan program bantuan kemanisseara efektif
D. Teori Kelembagaan
1. Pengertian
Menurut Uphoff (1986) dalam Slamet Widodo, lembagarupakan
sekumpulan norma dan perilaku telah berlangsungndataktu yang lama dan
digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Pengerabariglembagaan
mengacu pada proses untuk memperbaiki kemampudagErsecara fungsional
dalam mengefektifkan penggunaan sumberdaya madasikeuangan yang ada.
Kemudian Menurut Huntington (1965) dalam Slamet &dm, lembaga
merupakan pola perilaku yang selalu berulang lar&ibkoh dan dihargai oleh
masyarakat. Organisasi dan prosedur memiliki bexbtiggkatan dalam proses
pelembagaan. Pelembagaan merupakan sebuah prosasadbrganisasi dan
prosedur mendapatkan nilai dan kemantapan.
(http:// learningbyslametwidodo.wordpress.com)
2. Unsur-Unsur Kelembagaan
Dari berbagai definisi yang ada, dapat kita rangkenbagai unsur penting
dari kelembagaan, di antaranya adalah:
l.Institusi merupakan landasan untuk membangunkaimglaku sosial
masyarakat
2. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyads@diterima secara
luas untuk melayani tujuan bersama yang menganduagtertentu dan
menghasilkan interaksi antar manusia yang terstrukt
3. Peraturan dan penegakan aturan/hukum
4. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi kioasi dan kerjasama
dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajibag@tag

5. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yangginkan.
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Menurut Soedirman Deputi Menko Kesra Bidang koadin
Kesejahteraan Sosial Pada Masyarakat PenanggulaBganana Indonesia,
kelembagaan penanganan bencana yang ideal adbtdasbeikut:

1. Dalam penanggulangan bencana, tentunya Kkitash@tou tentang tempat
terjadinya bencana itu dimana. Tentunya terjadDderah (Kabupaten/Kota).
Pemerintah Daerah / masyarakat Daerah setempatny@ntyang lebih tahu
tentang kondisi terjadinya suatu bencana tersebbhgaimana harus
menanggulangi secara cepat dan tepat. Kalau Dadeshbisa menangani secara
cepat dan tepat justru akan menambah korban.

2. Sejauh mana daerah tersebut mempunyai kelenbagaag siap untuk
menanggulangi bencana tersebut secara cepat dah téptuk itu mestinya
diperlukan kesiapan baik organisasinya, sumber dagausia yang terlatih,
sumber dana yang telah disiapkan untuk penanggatategsebut.

3. Saat ini di setiap Daerah telah memiliki orgasisatau kelembagaan SATLAK
PB, bahkan di setiap Propinsi telah memiliki kelewgmen SATKORLAK sebagai
tindak lanjut Kep Pres Bakornas PBP. Namun, bag@marganisasi atau
kelembagaan penanggulangan bencana yang ada, b#&llsdt, Propinsi dan
Kabupaten/Kota bekerja secara efektif sesuai deygag diharapkan, kiranya
perlu dikaji ulang dalam rangka pembaharuan upagmamggulangan bencana
yang lebih baik dalam menangani bencana di Dadehyang bersifat bencana
nasional.

4.Pelibatan peran serta masyarakat adalah halsamgat mutlak. Ini merupakan
"solusi membumi" bagi penanggulangan bencana alaangkah-langkah
penanggulangan bencana mulai tahap pra, saatijelgadpasca bencana berbasis
masyarakat adalah hal yang harus dijadikan prioritlam menghadapi
kerawanan bencana. Langkah-langkah yang bisa menjaklan bagi masyarakat
untuk menghadapi bahaya harus segera disebarlyasaitama bagi yang
tinggal di daerah rawan bencana. Dengan pengetahketerampilan dan
penyediaan sumber daya memadai dari masyarakatagks dampak yang
ditimbulkan akibat bencana sejauh mungkin dapatrdmalisasi.

(http://ejournal.unud.ac.id/soedirman.kelembagaaapgananbencanayangideal
pdf.)
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E.Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)
1. Pengertian Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam

Upaya penanggulangan bencana di Indonesia secanaikatif telah
digariskan dalam Peraturan Presiden Republik Inglandomor 83 Tahun 2005
Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bancdealisasinya
pemerintah dengan berpedoman kepada peraturarbuersgdah membentuk
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencam®edaanganan Pengungsi
(BAKORNAS PB) pada tingkat pusat, Satuan KoordinaBelaksana
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengund¥@®AAK PB) pada
tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana PenanggulaBgacana dan Penanganan
Pengungsi (SATLAK PB) di tingkat kabupaten.

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencama REnanganan
Pengungsi (BAKORNAS PB) adalah wadah koordinasi gydrersifat non
struktural bagi penanggulangan bencana dan penamgeengungsi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepadaidEBnesPada tingkat
Pemerintah Daerah Tingkat I/ provinsi Penanganarylegsi yang diselanjutnya
disebut dengan Satuan Koordinasi Pelaksana Perlanggn Bencana dan
Penanganan Pengungsi SATKORLAK PB adalah wadahdkuasi yang bersifat
non struktural bagi penanggulangan bencana danngeanan pengungsi di
Propinsi, yang berada di bawah dan bertanggung bjalsagsung kepada
Gubernur, unsur-unsur sektoral di daerah koordir@ierasional bertanggung
jawab kepada pemerintah daerah, dan tehnis kepam@ngamasing sektor
departemennya. Pada tingkat Pemerintah Daerahatingdkabupaten terdapat
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Peararni@engungsi yang
diselanjutnya disebut dengan SATLAK PB adalah wagahg bersifat non
structural bagi penanggulangan bencana dan peramgamgungsi di kabupaten /
kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawadsleg kepada bupati /
walikota,

Fungsi koordinasi baik di tingkat pusat maupun tidigkat daerah,
BAKORNAS PB untuk tingkat pusat dan SATKORLAK PB tuk tingkat
daerah, merupakan forum koordinasi yang mengkoordian memadukan

kegiatan-kegiatan usaha dan upaya penanggulangapari® yang secara
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fungsional dilakukan oleh sektor masing-masing &angengurangi wewenang
dan tanggung jawabnya.

Usaha dan upaya penanggulangan bencana ini telalerbbang dimana
kita tidak hanya mengutamakan atau menunggu tegjadbencana untuk siap
memberikan pertolongan, penyelamatan, dan bantepada para korban dan
penderita saja, tetapi terutama kita harus mampocegah terjadinya bencana,
setidak-tidaknya mengurangi penderitaan dan keamsglang mungkin terjadi.
Dalam hal ini kesiapsiagaan yang mengarah kepatdagiatan kemampuan dan
ketrampilan para pejabat pengelola dan petugas apamat penanggulangan
bencana bersama-sama dengan masyarakat, akardielaihtapkan. Begitu pula
secara tehnis, tenaga-tenaga terammdill]f dimantapkan sesuai dengan
persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan sejderalnya.

Dengan memperhatikan pengembangan usaha dan pgagaggulangan
bencana baik alam maupun kelalaian manusia, dikistkémdanya peningkatan
koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan tugas-tsgki®ral, dalam hal ini
BAKORNAS PB akan menjadi titik pusat dari segal@gikén penanggulangan
bencana. Maka secara nasional untuk masing-masiagl, SATKORLAK PB
akan menjadi titik pusat pengendalian semua keg@¢aanggulangan bencana di
daerahnya, yang selanjutnya akan memusat ke BAKCRRB.
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2. Struktur Organisasi Bakornasdan SATKORLAK PB

Struktur Organisass BAKORNAS di tingkat pusat

BAKORNAS
R
SEKRETARIAT
BAKORNAS SATGAS
PUSAT E
PEMBERITAAN SATKORLAK PB E
E | KETERANGAN :
! SATLAK PB | - SATGAS : UNSUR
: | BANTUAN TEHNIS BAKORNAS
| . E PBA.
E P e POSKO/SUB POSKO :
: | GARIS KOMANDO YANG DI
. | BENTUK OLEH SATKORLAK
I POSKO ! SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
| ; ! GARIS KOMANDO
! ; . FUNGSI PEMBERITAAN
E sus | : YANG TERSEDIA
; POSKC |77 FUNGSI PEMBERITAAN
| YANG DIPROYEKSIKAN
i UNTUK DIADAKAN
TERMINAL

PEMBERITAAN

A e I

CATATAN
Sekretariat terdiri dari :
1. Pengolahan Keuangan Rutin dan Kerumahtanggaan SRLUA® PB
2. Urusan Penerimaan dan Pengolahan Pemberitaan Bamtrimaan dan
Pengolahan Data dan Penyusunan Program-programtiegi
Urusan Statistik dan Dokumentasi
4. Urusan Penginventarisasian, Penerimaan dan PeagaBantuan Bagi

Para Korban Bencana Alam
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5. Penyusunan Program Kerja Baik Preventif maupun é&gpbisamping

Sebagai Koordinator.

Struktur Organisas SATKORLAK di tingkat Provinsi

SATKORLAK

SEKRETARIAT

KOORDINATOR ASTER
UNIT OPERASIONAL

POS SATLAK PB

POSKO

SUB
POSKO

CATATAN
Sekretariat terdiri dari :

GARIS KOMANDO

.............. GARIS KOMANDO
SATKORLAK SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN

1. Pengelolaan Keuangan Rutin dan Kerumahtanggaan SYRLIAK PB

2. Urusan Penerimaan dan Pengolahan Pemberitaan Bamimaan dan

Pengolahan Data dan Penyusunan Program-programtegi

3. Urusan Statistik dan Dokumentasi

4. Urusan Penginventarisasian, Penerimaan dan PeagaBantuan Bagi

Para Korban Bencana Alam

5. Penyusunan Program Kerja Baik Preventif maupun édgpbisamping

Sebagai Koordinator.
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Unit Operasional terdiri dari : (Satgas PB)
1. Unit pencarian penyelamatan, dan pengungsian palkeRk bencana alam

(PMI dan Pemda)

2. Unit pemberian penampungan darurat, makanan, lauk;psanitasi
lingkungan, kebutuhan peralatan pokok (Departenw=ia§ PMI, Pemda,

PMR, dan sebagainya)

3. Pemberian bantuan pengobatan dan perawatan (Deeart&esehatan,

PMI, Pramuka)

4. Penginventarisasian kerusakan prasarana jalamsir{@inas Pengairan,

Kesehatan, P & K, Pemda)

5. Unit penginventarisasian kerusakan pertanian raldiaas Pertanian)
6. Unit penanggung jawab keamanan (polisi, hansip lalarain)

BAKORNAS PB menyusun pedoman umum penanggulangacaba
dan penanganan pengungsi. Departemen/instansi sw@mypedoman atau
pentunjuk teknis sesuai bidang tugasny a masingagaBerdasarkan Pedoman
Umum dan Pedoman Teknis, SATKORLAK PB dan SATLAK REnyusun
petunjuk pelaksanaan Penanggulangan Bencana damd2ean Pengungsi di
wilayahnya.

Saat terjadi bencana, SATLAK PB mengendalikan #ada
penanggulangan dan melaporkan kepada SATKORLAK BB BAKORNAS
PB. Apabila eskalasi meningkat, atau ling kup beacaeliputi lebih dari 2
kabupaten/kota, maka kendali penanganannya langdehgSATKORLAK PB.
Jika bencana semakin mening kat dan berdampaknahsivaka BAKORNAS
PB mengambil langkah
penanganan secara koordinatif di tingkat pusat.

E. Perspektif Peneliti

Dalam rangka menanggulangi bencana alam, sesuajadeotonomi
daerah maka telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggn Bencana Alam
(SATLAK PB) di tingkat kabupaten/kota,di seluruh démesia termasuk
Kabupaten Jombang. Untuk menanggulangi bencana tdesebut diperlukan
pemahaman tentang karakteristik bencana alam inhdirge Di Kabupaten

Jombang terdapat potensi bencana alam sepertir lehnji tanah longsor yang
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penanggulangannya membutuhkan pemahaman tentamrdstekestik bencana
alam tersebut. Berangakat dari kasus tersebut ipdmsiusaha mendiskripsikan
dan menganalisis seberapa jauh kapasitas SATLAKKRBupaten Jombang
dalam menyiapkan kepentingan untuk menanggulagcaren alam sebelum
bencana alam terjadi. Secara teori ketidaksiapaan akerdampak pada
penanggulangan saat tanggap darurat dan pascanbesehingga merugikan
banyak pihak Untuk itu, hal-hal yang harus dipguissén antara lain kekuatan
kelembagaan, mitigasi, adanya piranti pendukung kigmasitas sumber daya
manusia yang terlatih sehingga langkah preventdnrdanenanggulangi bencana

alam tersebut akan berjalan dengan baik.



